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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kondisi ideal terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di
Purwakarta adalah masyarakat yang taat pada aturan hukum, saling
menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai positif yang ada di tengah-
tengah masyarakat. Masyarakat yang ideal akan membantu kepolisian
dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Namun,
kenyataannya masih ada beberapa kasus kejahatan yang terjadi di
Purwakarta seperti pencurian, perampokan, hingga tindak kekerasan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Polri yaitu dengan
melakukan pencegahan kejahatan yang prediktif.

Pencegahan kejahatan yang prediktif adalah pendekatan yang
dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mencegah
terjadinya kejahatan dengan menggunakan analisis dan teknologi guna
mengidentifikasi pola dan tren kejahatan. Polri memanfaatkan sistem
informasi dan intelijen yang terintegrasi, serta data historis dan
kontemporer, untuk memprediksi potensi tempat atau waktu kejahatan
tertentu. Pendekatan ini memungkinkan Polri untuk mengambil
langkah-langkah proaktif dalam menentukan penempatan personel dan
alokasi sumber daya secara efektif guna menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat.




Untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan yang predikiif,
dibutuhkan anggaran yang memadai. Penganggaran Berbasis Kinerja
dapat mendukung kegiatan tersebut dengan mengalokasikan sumber
daya secara tepat dan efektif. Dengan melakukan Penganggaran
Berbasis Kinerja, Polri dapat menentukan alokasi anggaran yang
didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan penilaian risiko. Dengan
demikian, Polri dapat mengarahkan sumber daya dengan lebih efisien
untuk mendukung kegiatan pencegahan kejahatan yang prediktif,
seperti pengembangan teknologi analisis kejahatan dan peningkatan
kemampuan dan keterampilan anggota.

Rumusan Masalah.
1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada
Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah “Bagaimana
penganggaran berbasis kinerja guna meningkatkan pencegahan
kejahatan yang prediktif dalam rangka memantapkan keamanan dan
ketertiban?”

2. Pokok-pokok persoalan.
Pokok-pokok persoalan dalam NKP ini disesuaikan dengan unsur-
unsur Grand Theory yang dipilih yaitu Teori Balanced Scorecard (BSC).
Teori Balanced Scorecard (BSC) digagas oleh Robert Kaplan dan
David Norton pada tahun 1990-an. Dengan demikian, pokok-pokok
persoalannya menjadi sebagai berikut:
2.1 Bagaimana Perspektif Keuangan Penganggaran Berbasis
Kinerja?

2.2 Bagaimana Perspektif Pelanggan Penganggaran Berbasis
Kinerja?

2.3 Bagaimana Perspektif Proses Internal Penganggaran
Berbasis Kinerja?

2.4 Bagaimana Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan

personil Penganggaran Berbasis Kinerja?




Ruang Lingkup dan Sistematika.

1. Ruang Lingkup.

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis menentukan ruang

lingkup Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini. Wilayah/locus yang

menjadi ruang lingkup dalam NKP ini adalah polres Purwakarta.

Kemudian, waktu/tempus yang menjadi ruang lingkupnya adalah tiga

tahun anggaran yaitu Tahun Anggran 2020 s.d. 2022.

2. Sistematika.

2.1 BAB I
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2.3 BAB Il

2.4 BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai das sein
atau kondisi ideal dari fungsi Polri sebagai
lembaga penegak hukum dengan das sein atau
kondisi faktual yang ada di Polres Purwakarta
dan kesenjangan yang terjadi

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan
mata pelajaran yang diajarkan dengan Naskah
Karya Perseorangan, kajian teori mulai dari
grand theory, middle theory dan applied theory,
seta pengumpulan, analisis data dan metode
penelitian.

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi
faktual antara kelompok kata ke-3, ke-2 dan ke-
1 beserta persoalan dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis,
formulasi, impelemtasi strategi beserta evaluasi

dan pengendaliannya. Selain itu, tentu saja
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break down dari masing-masing sub-subjudul
agar penjelasan menjadi lebih sistematis.
PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai mengenai
simpulan atas bahasan pada Naskah Karya
Perseorangan dan juga rekomendasi-
rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan
maupun ide gagasan yang tidak bisa dilakukan

pada level Kapolres.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.

Manajemen Perencanaan Umum meliputi Manajemen Anggaran dan
Pengembangan Organisasi Polri baik di tingkat Mabes maupun kesatuan
kewilayahan. Dalam Manajemen Anggaran, terdapat tiga pendekatan
penganggaran yaitu:

a. Penganggaran Terpadu (Unified Budget);

b. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting);

dan

c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term

Expenditure Framework).

Dalam mengelola penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara,
Polri telah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Di mana
dalam PBK ini, keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil
yang diharapkan sangat diperhatikan dengan mengacu kepada indikator
kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja sehingga penganggaran menjadi
efektif dan efisien.

Selanjutnya, Era Revolusi Industri 4.0 merupakan konsep industri di era
digital yang melibatkan enam pilar yaitu masyarakat digital, energi
berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi
ditempatkerja. Pilar keamanan sipil merupakan salah satu tugas pokok Polri
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dengan mamasuki era Revolusi Industri 4.0, Polri memiliki tantangan
tersendiri sehingga pemeliharaan kamtibmas harus bertransformasi dengan
menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Hal ini
berhubungan erat dengan konsep Polri Presisi yang digagas oleh Kapolri
Jenderal Pol drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yaitu predictive policing
(pemolisian prediktif).




Kajian Teori.
1.  Grand Theory.

Untuk mengupas permasalahan pada Naskah Karya
Perseorangan ini, penulis menggunakan pisau analisis Grand Theory
yaitu teori Balanced Scorecard (BSC) yang digagas oleh Robert Kaplan
dan David Norton pada tahun 1990-an dalam bukunya yang berjudul
The balanced scorecard: measures that drive performance terbitan
Harvard Business Review.

Teori Balanced Scorecard (BSC) adalah suatu kerangka dasar
yang mengusulkan pengukuran kinerja yang seimbang dalam sebuah
organisasi. BSC memandang bahwa ukuran kinerja tradisional yang
hanya fokus pada aspek keuangan tidaklah cukup untuk
menggambarkan keseluruhan kinerja dan keberhasilan sebuah
organisasi.

Teori Balanced Scorecard (BSC) mengidentifikasi empat
perspektif utama yang mencakup aspek-aspek kunci dalam organisasi
yaitu:

1.1.Perspektif Keuangan: Meliputi metrik keuangan seperti

pendapatan, laba, dan nilai saham untuk mengukur kinerja
finansial organisasi.

1.2.Perspektif Pelanggan: Menekankan pada kepuasan

pelanggan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Metrik yang
digunakan mungkin termasuk tingkat kepuasan pelanggan,
pangsa pasar, atau jumlah pelanggan baru.

1.3.Perspektif Proses Internal: Fokus pada proses-proses internal

kunci yang mendukung organisasi untuk mencapai
keunggulan operasional. Misalnya, efisiensi operasional,
kualitas produk atau layanan, dan inovasi.

1.4.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan: Menyoroti

kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan
berkembang. Ini melibatkan pengembangan karyawan,
inisiatif pelatihan dan pengembangan, serta penggunaan

teknologi yang inovatif.




Dalam teori Balanced Scorecard (BSC), setiap perspektif ini

memiliki indikator kinerja yang terkait dan merupakan representasi dari

strategi organisasi. Indikator tersebut digunakan untuk menetapkan

target kinerja dan standar biaya yang harus dicapai. Evaluasi kinerja

kemudian dilakukan untuk mengukur pencapaian terhadap target dan

mendapatkan wawasan tentang apa yang perlu ditingkatkan untuk

mencapai hasil yang diinginkan.

2.

Middle Theory.

Dari grand theory yang telah dipilih, penulis akan

menjelaskan beberapa middle theory sebagai pisau analisis untuk

menjawab pokok-pokok persoalan yang timbul dari pemilihan

grand theory sebelumnya. Adapun middle theory yang digunakan

adalah sebagai berikut:

2.1

2.2

Performance-Based Budgeting Theory
Performance-Based Budgeting Theory (Poister, T.H.,
& Streib, G.D., 1999) adalah teori yang menekankan
penggunaan informasi kinerja dalam proses penganggaran.
Melalui pendekatan ini, pembuatan anggaran didasarkan
pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, sehingga
penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Teori ini
menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang objekitif
dan akurat dalam mengevaluasi keberhasilan program atau
proyek. Dalam praktiknya, Performance-Based Budgeting
Theory dapat membantu pemerintah atau organisasi untuk
mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif

berdasarkan hasil yang diharapkan.

Expectancy-Disconfirmation Theory
Expectancy-Disconfirmation Theory (Oliver, R.L.,

1980) adalah teori yang mengajukan bahwa kepuasan

konsumen terbentuk melalui perbandingan antara harapan

individu terhadap suatu produk atau layanan dengan
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persepsi individu terhadap kinerja sebenarnya dari produk
atau layanan tersebut. Jika kinerja produk melebihi harapan,
maka konsumen akan merasa puas. Namun, jika kinerja
produk tidak sesuai dengan harapan, maka konsumen akan
merasa tidak puas. Teori ini menekankan pentingnya
pengaruh harapan sebelum pembelian terhadap persepsi
setelah pembelian, dan dapat digunakan sebagai alat untuk
menganalisis kepuasan konsumen dan mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Creative Problem Solving Theory

Creative Problem Solving (CPS) Theory (Isaksen,
S.G., Dorval, K.B., & Treffinger, D.J., 2017) adalah teori yang
mengajukan pendekatan sistematis untuk memecahkan
masalah dengan cara yang kreatif. Teori ini menekankan
pentingnya berpikir divergen dan konvergen dalam proses
pemecahan masalah. Tahap divergen melibatkan generasi
ide-ide baru yang beragam dan eksplorasi berbagai
kemungkinan solusi, sedangkan tahap konvergen
melibatkan pemilihan dan pengembangan solusi terbaik.
CPS Theory juga menekankan pentingnya
mengikutsertakan semua orang dalam tim atau kelompok
dalam proses pemecahan masalah untuk memperoleh sudut
pandang yang beragam. Dengan pendekatan ini, CPS
Theory membantu mengembangkan kreativitas dan
kemampuan berpikir inovatif dalam merumuskan solusi yang
efektif dan unik untuk masalah yang dihadapi.

Self-Actualization Theory

Self-Actualization Theory (Maslow, A.H., 1954)
adalah teori yang menggambarkan proses perkembangan
individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Teori ini

mengatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan
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dasar yang harus dipenuhi dan hanya ketika kebutuhan ini
terpenuhi, individu dapat mencapai tingkat tertinggi dalam
hierarki kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Self-Actualization
Theory menekankan pentingnya mengembangkan dan
menghargai keunikan individu, menggali minat dan bakat
yang intrinsik, dan mengejar tujuan yang berarti. Mencapai
aktualisasi diri dianggap sebagai pemenuhan pribadi
maksimal dan  dapat menghasilkan  kepuasan,

kesejahteraan, dan pemenuhan diri yang mendalam.

Applied Theory.

3.1

3.2

Keuangan Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang
Republik Indonesia nomar 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, definisi keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Public Trust in Government

Teori Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
(Public Trust in Government) yang dikemukakan oleh Cook
dan Gronke (2001) meneliti pentingnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah sebagai lembaga. Teori ini
menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah memiliki implikasi besar terhadap stabilitas,
legitimasi, dan kinerja pemerintah. Cook dan Gronke
membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk keadilan
sistemik, transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas
pemerintah. Mereka juga menyoroti pentingnya membangun

dan memelihara kepercayaan publik melalui komunikasi
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efektif, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan
dan harapan publik secara komprehensif.

Teori SWOT

Teori SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) adalah sebuah kerangka konseptual yang
digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman terkait dengan suatu organisasi,
proyek, atau keputusan strategis. Teori SWOT membantu
dalam mengidentifikasi faktor internal yang mendukung atau
membatasi keberhasilan, serta faktor eksternal yang bisa
dimanfaatkan atau mengancam. Analisis SWOT dapat
digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan

strategi dan rencana tindakan yang tepat.

Individual Competency Theory

Teori Kompetensi Individual (/ndividual Competency
Theory) yang dikemukakan oleh McClelland (1973)
menekankan pentingnya menguji kompetensi daripada
menguji "kecerdasan" dalam mengukur Kkeberhasilan
individu. Menurut teori ini, keberhasilan individu lebih
dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan spesifik
yang relevan dengan pekerjaan atau tugas tertentu.
McClelland berpendapat bahwa pengukuran kompetensi
yang akurat dan cermat dapat membantu dalam
pengambilan keputusan pengembangan karir dan penilaian

kinerja yang lebih efektif.
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Tabel 2.1

Hubungan Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory

Grand Theory Middle Theory Applied Theory

(BSC)

Teori Balanced Scorecard

(Kaplan, R. S., & Norton,
D. P., 1992)

Performance-Based
Budgeting Theory Keuangan Negara

(Poister, T. H., & Streib, G. (UU No. 17 tahun 2003)
D., 1999)
Expectancy-Disconfirmation
Theory

Public Trust in Government

(Oliver, R. L.,1980) (Cook dan Gronke, 2001)

Creative Problem Solving Teori SWOT
Theory

(Noe, R. A., Hollenbeck, J.
(Isaksen, S. G., Dorval, K. R., Gerhart, B., & Wright, P.
B., & Treffinger, D. J., 2017) | M., 2017)

Individual Competency
Theory

Self-Actualization Theory

Ll (McClelland, D. C., 1973)

C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

1.

Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam pengumpulan data, perlu dianalisis pengaruh
lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan
konsep stralegic analysis digunakan untuk menganalisis
lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES)
dan Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES)
dianalisis dengan menggunakan fools seperti PESTEL, untuk
memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya,
lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal (OHA)
dianalisis menggunakan konsep manajemen 5M untuk
mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Setelah melakukan  Environmental Scanning dan
Organization Health Audit, analisis dilakukan terhadap faktor-
faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi peluang atau
ancaman. Peluang merupakan faktor positif yang di luar kendali
organisasi dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk

memanfaatkannya. Sedangkan ancaman adalah faktor negatif
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yang berada di luar kendali organisasi dan dapat menjadi
penghambat atau mendatangkan resiko tertentu bagi organisasi.

Analisis data/fakta.

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT dengan memilih
faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi,
masing-masing 5 faktor. Analisis ini bertujuan untuk mendukung
perumusan strategi umum/generic strategy dengan melihat
berbagai fakta lingkungan eksternal dan internal yang
mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Analisis SWOT
meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu
diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi.

Metode penelitian.

Dalam penulisan Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang
bersifat pemecahan masalah, digunakan metode deskriptif
analisis secara komprehensif dan integral. Pendekatan
pemecahan masalah terlihat dari sisi mana titik berat penulis
dalam merumuskan pemecahan masalah yang sesuai dengan
pokok persoalan yang ditentukan.
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BAB Il
PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Keamanan dan Ketertiban.
Berdasarkan LKIP Polres Purwakarta T.A. 2020 s.d. 2022, kondisi
keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Purwakarta secara

umum tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Polres Purwakarta Tahun 2020 s.d. 2022
Sasaran Target Realisasi
Indikator Variabel
Strategis 2020 | 2021 2022 | 2020 | 2021 2022
51 | Keamanan IKU Indeks 3.47 3,50 3.57 4,03 4,41 4,49
dan Polri Kamtib Indeks 75,00 | 70,00 | 71,00 | 65,81 | 89,66 | 96,18
Ketertiban Kabupaten | Harkamtibmas
Indeks 62,32 | 70,00 | 72,00 | 99,53 | 86,39 | 81,54
Gakkum

Sumber: LKIP Polres Purwakarta (Diolah)

Komponen pembentuk indeks Keamanan dan Ketertiban
Kabupaten Purwakarta adalah indeks Harkamtibmas dan indeks
Gakkum. Dengan demikian, untuk memantapkan ketertiban dan
keamanan masyarakat Kab. Purwakarta dapat dengan meningkatkan
indeks Harkamtibmas maupun indeks Gakkum. Dalam NKP ini, penulis
mengambil hubungan penegakan hukum dengan keamanan dan
ketertiban sehingga penulis akan fokus pada peningkatan indeks
Gakkum daripada indeks Harkamtibmas.

B. Kondisi Faktual Pencegahan Kejahatan Yang Prediktif.
Kinerja Pencegahan Kejahatan dalam menurunkan potensi

gangguan polres Purwakarta T.A. 2020 s.d. 2022 dapat dilihat dari tabel

berkut ini:
Tabel 3.2
Indeks Penanganan Potensi Gangguan Tahun 2020 s.d. 2022
Target Realisasi
No. Komponen Indikator

2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022

1. Persentase penurunan
4,00 1,70 1,80 3,6 3.8 4

potensi gangguan
Sumber: LKIP Polres Purwakarta (Diolah)

13
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks
penanganan potensi gangguan polres Purwakarta masih belum optimal
karena target yang ditetapkan belum tercapai. Walaupun polres
Purwakarta telah melakukan beberapa inovasi yang menggunakan
bantuan teknologi informasi yaitu program 110 dan WA Kapoilres,
namum demikian belum dapat membantu pencegahan kejahatan
secara signifikan. Dengan demikian, dibutuhkan usaha dan dukungan
dari Kapolres Purwakarta selaku pimpinan tertinggi di Polres
Purwakarta untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan yang

dinilai melalui indeks penanganan potensi gangguan.

Kondisi Faktual Penganggaran Berbasis Kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) di Polres Purwakarta telah
lama diterapkan. Dalam PBK, pengalokasian anggaran didasarkan
pada kinerja dan output yang dihasilkan, bukan hanya berdasarkan
alokasi sumber daya. Hal ini menyebabkan pergeseran fokus dalam
pengukuran kinerja Program/Kegiatan dari jumlah alokasi sumber daya
menjadi hasil yang dicapai melalui penggunaan sumber daya tersebut.

Dalam pengalokasian anggaran untuk mencapai output kegiatan,
asumsi yang digunakan tentang kuantitas dan kualitas komponen input
harus dijelaskan secara rinci. Selain itu, relevansi masing-masing
komponen input sebagai tahap pencapaian output kegiatan juga perlu
dipertimbangkan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada
indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik indikator input, output,
maupun outcome, untuk menilai tingkat capaian kinerja dari Program
atau Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Purwakarta. Selain itu,
indikator outcome juga digunakan untuk menilai dampak dan manfaat
jangka panjang dari Program/Kegiatan yang dilaksanakan, seperti
perubahan positif dalam masyarakat atau peningkatan keamanan dan
ketertiban. Dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan secara
teratur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, Polres

Purwakarta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
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sumber daya serta memastikan tercapainya hasil yang diharapkan dari
Program/Kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian kondisi faktual di atas, dapat
dijabarkan persoalan-persoalan serta faktor-faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Persoalan.

1.1 Perspektif Keuangan Penganggaran Berbasis Kinerja

Perspektif Keuangan Penganggaran Berbasis Kinerja di
Polres Purwakarta didasarkan pada Performance-Based
Budgeting Theory yang dikemukakan oleh Poister, T. H., &
Streib, G. D. (1999). Teori ini memberikan panduan dalam
mengatur dan mengalokasikan sumber daya keuangan
dengan berfokus pada pencapaian kinerja yang optimal. Pada
Polres Purwakarta, perspektif keuangan penganggaran
berbasis kinerja bertujuan untuk menyediakan anggaran yang
sesuai dengan tujuan operasional dan strategis Polres
tersebut.

Dengan menerapkan Performance-Based Budgeting
Theory, Polres Purwakarta dapat mengidentifikasi dan
mengukur kinerja dalam bentuk indikator yang terukur dan
relevan. Hal ini akan membantu memperoleh pemahaman
yang lebih baik mengenai efektivitas penggunaan anggaran
dalam mendukung kegiatan operasional Polres. Selain itu,
pendekatan berbasis kinerja memungkinkan penilaian objektif
terhadap pencapaian target dan hasil yang dinginkan,
sehingga pengalokasian sumber daya dapat diseimbangkan
secara optimal sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang
ada. Dengan demikian, perspektif keuangan penganggaran
berbasis kinerja di Polres Purwakarta dapat mendorong
efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan serta meningkatkan efektivitas dalam menjalankan
tugas dan fungsi kepolisian.
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1.2Perspektif Pelanggan Penganggaran Berbasis Kinerja

Perspektif Pelanggan Penganggaran Berbasis Kinerja
di Polres Purwakarta didasarkan pada Expectancy-
Disconfirmation Theory yang dikemukakan oleh Oliver, R. L.
(1980). Teori ini berfokus pada persepsi pelanggan terhadap
kepuasan yang mereka dapatkan dari produk atau layanan
yang diberikan oleh organisasi/instansi kepolisian. Pada
Polres Purwakarta, perspektif pelanggan penganggaran
berbasis kinerja mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan
harapan pelanggan dalam hal keamanan, penegakan hukum,
dan pelayanan publik.

Dengan menerapkan  Expectancy-Disconfirmation
Theory, Polres Purwakarta dapat memahami persepsi dan
harapan pelanggan terkait dengan layanan yang diberikan.
Polres dapat mengumpulkan umpan balik (feedback) dari
pelanggan, misalnya melalui survei kepuasan pelanggan atau
mekanisme pengaduan, untuk mengevaluasi kecocokan
antara harapan pelanggan dan kenyataan. Dalam hal
penganggaran, perspektif pelanggan dapat membantu Polres
Purwakarta dalam menentukan alokasi anggaran yang sesuai
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi
kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan berbasis kinerja,
Polres dapat mengukur keberhasilan dalam memenuhi
harapan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan
untuk mencapai kepuasan yang optimal bagi masyarakat yang

dilayani.

1.3Perspektif Proses Internal Penganggaran Berbasis
Kinerja

Proses Internal Penganggaran Berbasis Kinerja di

Polres Purwakarta didasarkan pada Creative Problem Solving

(CPS) Theory yang dikemukakan oleh Isaksen, S. G., Dorval,

K. B., & Treffinger, D. J. (2017). Teori ini bertujuan untuk
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mengembangkan kemampuan kreatif dalam menghadapi dan
memecahkan masalah. Pada Polres Purwakarta, perspektif
proses internal penganggaran berbasis kinerja menekankan
pentingnya identifikasi dan penyelesaian masalah yang efektif
serta penggunaan sumber daya yang efisien.

Dengan menerapkan Creative Problem Solving (CPS)
Theory, Polres Purwakarta dapat melibatkan berbagai pihak
internal polres yang terkait dalam proses penganggaran.
Keterlibatan ini dapat meningkatkan pemikiran kreatif, ide
baru, dan solusi inovatif dalam perencanaan dan pengelolaan
anggaran. Polres dapat melibatkan tim yang terdiri dari
berbagai bagian atau unit kerja di dalam organisasi untuk
berpartisipasi dalam diskusi dan brainstorming guna
mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terkait
dengan anggaran dan menemukan solusi yang tepat.
Pendekatan berbasis kinerja dalam penganggaran juga
memberikan kesempatan bagi Polres Purwakarta untuk
melakukan evaluasi dan pembaruan berkelanjutan terhadap
proses internal yang ada, guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam rangka
mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.

1.4 Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan

Penganggaran Berbasis Kinerja

Perspektif =~ Pembelajaran dan  Perkembangan
Penganggaran Berbasis Kinerja di Polres Purwakarta
didasarkan pada Self-Actualization Theory yang dikemukakan
oleh Maslow, A. H. (1954). Teori ini menekankan pentingnya
pengembangan diri dan pemenuhan potensi individu dalam
mencapai tingkat puncak dari kehidupan yang bermakna.
Pada Polres Purwakarta, perspektif pembelajaran dan
perkembangan penganggaran berbasis kinerja mendorong
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upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota
polisi serta performa organisasi secara keseluruhan.

Dengan menerapkan Self-Actualization Theory, Polres
Purwakarta dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap
pembelajaran dan perkembangan anggota polisi. Dalam
penganggaran, perspektif ini dapat mendorong investasi
dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber
daya manusia. Polres dapat memberikan kesempatan bagi
anggota polisi untuk menghadiri kursus atau pelatihan lanjutan
yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Pendekatan berbasis kinerja juga memungkinkan penilaian
kemajuan individu dan tim dalam pencapaian target kinerja
yang ditetapkan. Dengan adanya kesempatan belajar dan
pengembangan yang berkelanjutan, anggota polres dapat
meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka,
menyumbang ide-ide positif terhadap organisasi, dan

mencapai tingkat pemenuhan/aktualisasi diri yang lebih tinggi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

Faktor Eksternal.
21.1 Peluang.
a. Pangawasan eksternal (BPK RI).
b. Hibah Pemda/pihak lainnya.
c. Kepercayaan masyarakat tinggi.
d. Adanya survey kepada masyarakat.
e. Adanya pemberian award dari komunitas/ormas.
2.1.2 Ancaman
a. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat.
b. Adanya skeptisme dari masyarakat yang kecewa
terhadap pelayanan Polri.
Perubahan kebijakan pemerintah.
Ketidakpastian ekonomi daerah.

e. Perubahan tren prioritas.
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2.2 Faktor Internal.
2.2.1 Kekuatan.
a. Keuangan Negara/APBN.
b. Pengawasan internal (SieWas/Irwasda).
c. Dapat melakukan revisi anggaran.
d. Transparansi anggaran.
e. Pengembangan personil dan strategi organisasi.
2.2.2 Kelemahan.
a. Kesejahteraan kurang.
b. Sistem informasi manual.
c. Output tidak langsung dirasakan manfaatnya.
d. Adanya pertanggungjawaban fiktif.
e. Kekurangan anggaran.
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BAB IV
PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Strategi.

Analisa strategi/strategic analysis digunakan untuk menganalisis
lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES) dan
Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis
dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk memahami
lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum.
Sedangkan lingkungan internal’kesehatan organisasi (OHA) dianalisis
untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.
1. Faktor Eksternal

1.1 External Factors Analysis Summary (EFAS).

EFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan
untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kondisi
organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor
eksternal  yang mempengaruhi berbagai aspek
keberlangsungan organisasi. Dalam metode EFAS, analisis
dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan
bobot pada AHP Faktor Eksternal) pada berbagai faktor
eksternal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor
peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan
ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap
kondisi eksternal organisasi.

Tabel 4.1
External Factors Analysis Summary (EFAS)

e ——al L

Pangawasan eksternal (BPK RI). 0,109 0,760
2. Hibah Pemda/pihak lainnya. 0,099 6 0,596
3. Kepercayaan masyarakat tinggi. 0,115 7 0,808

4. Adanya survey kepada masyarakat. 0,083 7 0,582
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5. Adanya pemberian award dari 0,093 6 0,561
komunitas/ormas
Sub Total 0,500 3,307
1. Kurang terserapnya aspirasi 0,133 4 0,534
masyarakat.
2. Adanya skeptisme dari masyarakat 0,146 2 0,291
yang kecewa terhadap pelayanan
Palri.
3. Perubahan kebijakan pemerintah. 0,069 3 0,208
4. Ketidakpastian ekonomi daerah. 0,105 2 0,210
5. Perubahan tren prioritas. 0,047 1 0,047
Sub Total 0,500 1,289
Total EFAS 1,000 4,597

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, faktor-faktor

lingkungan eksternal yang telah diberi bobot dan rating

menghasilkan skor total EFAS sebesar 4,597.

1.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Eksternal.

AHP ini

adala

h sebuah alat atau metode yang

digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang

mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal, baik dalam

bentuk peluang (Opportunities) maupun ancaman ( Threats).

Tabel 4.2
Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Eksternal

I S S N N A )

Pangawasan eksternal
(BPK RI).

2. Hibah Pemda/pihak
lainnya.

3. Kepercayaan
masyarakat tinggi.

4. Adanya survey kepada
masyarakat.

1,000

0,857

1,167

0,750

1,167 0,857 1,333 1,167 0,109

1,000 0,857 1,167 1,167 0,099

1,167 1,000 1,333 1,167 0,115

0,857 0,750 1,000 0,857 0,083
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5. Adanya pemberian 0,857 0,857 0857 1,167 1,000 0,093
award dari
komunitas/ormas
Sub Total 0,500
I S Y N S N B
Kurang terserapnya 1,000 0,667 1,500 3,000 2,000 0,133

aspirasi masyarakat.

2. Adanya skeptisme dari 1,500 1,000 2,000 1,333 3,000 0,146
masyarakat yang kecewa
terhadap pelayanan
Polri.

3. Perubahan kebijakan 0,667 0,500 1,000 0,667 1,333 0,069
pemerintah.

4. Ketidakpastian ekonomi 0,333 0,750 1,500 1,000 4,000 0,105
daerah.

54 Perubahan tren prioritas. 0,500 0,333 0,750 0,250 1,000 0,047

Sub Total 0,500

Tabel 4.2 di atas merupakan nilai-nilai hasil

perbandingan berpasangan faktor-faktor eksternal berupa

peluang dan ancaman sehingga menghasilkan bobot masing-

masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel EFAS
sebelumnya.

2. Faktor Internal
2.1 Internal Factors Analysis Summary (IFAS).

IFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan
untuk melakukan evaluasi internal terhadap kondisi
organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor
internal yang mempengaruhi berbagai aspek
keberlangsungan organisasi. Dalam metode IFAS, analisis
dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan
bobot pada AHP Faktor Internal) pada berbagai faktor internal
dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan

menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan
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analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi
internal organisasi.

Tabel 4.3
Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

I R N T

Keuangan Negara/APBN. 0,095 0,756
2. Pengawasan internal 0,112 7 0,784
(SieWas/Irwasda).
3. Dapat melakukan revisi anggaran. 0,097 8 0,774
4. Transparansi anggaran. 0,105 7 0,737
5. Pengembangan personil dan strategi 0,091 7 0,640
organisasi
Sub Total 0,500 3,691
No. Kelemahan Bobot mm
1. Kesejahteraan kurang. 0,130 5 0,648
2. Sistem informasi manual. 0,063 4 0,252
3. Output tidak langsung dirasakan 0,105 3 0,314
manfaatnya.
4. Adanya pertanggungjawaban fiktif. 0,123 5 0,616
G Kekurangan anggaran 0,079 4 0,317
Sub Total 0,500 2,148
Total EFAS 5,839

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas, faktor-faktor
lingkungan internal yang telah diberi bobot dan rating
menghasilkan skor total IFAS sebesar 5,839.

2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.
AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang
digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi lingkungan internal, baik dalam bentuk

kekuatan ( Strength) maupun kelemahan (Weakness).
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Tabel 4.4

Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal

mlmn e iole oo e

1,000 1,167 0,857 0,857 0,857 0,095

Keuangan
Negara/APBN.

2. Pengawasan internal
(SieWas/Irwasda).

3. Dapat melakukan revisi
anggaran.
4. Transparansi anggaran.

5. Pengembangan personil
dan strategi organisasi

Sub Total

0,857 1,000
1,167 0,750
1,167 0,875
1,167 0,750

1,333

1,000

1,143
0,875

1,143

0,875

1,000
0,857

1,333

1,143

1,167
1,000

0,112

0,097

0,105
0,091

0,500

I S A R A A Y

Kesejahteraan kurang.

2. Sistem informasi manual.

3. Output tidak langsung
dirasakan manfaatnya.

4. Adanya
pertanggungjawaban
fiktif.

5 Kekurangan anggaran

Sub Total

Tabel

1,000 1,500
0,667 1,000
0,667 1,500
0,750 2,000
0,667 2,000
44 di atas

1,500
0,667
1,000

1,250

0,500

1,333
0,500
0,800

1,000

0,500

merupakan

1,500
0,500
2,000

2,000

1,000

nilai-nilai

0,130
0,063
0,105

0,123

0,079

0,500
hasil

perbandingan berpasangan faktor-faktor internal berupa

kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan bobot

masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel IFAS

sebelumnya.

3. Analisis Posisi Organisasi.
Setelah EFAS dan IFAS dihitung berdasarkan tabel 4.1 dan 4.3
di atas, posisi organisasi dapat ditentukan sesuai dengan gambar

berikut ini:
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Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi

GROWTH 2 GROWTH 3 RETRECHMENT
CAREFULLY 5.a GROWTH 6 CAPTIVE
4,597; 5,839
5b STABILITY
GROWTH 8 GROWTH 9 RETRECHMENT
3 0

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dengan nilai EFAS sebesar
4,597 dan IFAS sebesar 5,839, posisi organisasi dinyatakan
berada pada sel 5a. Artinya, kondisi organisasi dikatakan sedang-
sedang saja. Lingkungan eksternal memberikan peluang yang
sedang-sedang saja, sementara secara internal organisasi
memiliki kekuatan yang juga sedang-sedang saja. Karena posisi
organisasi berada di kuadran 5a (Strategi Integrasi Horizontal),
maka dalam bahasa operasional, kata yang digunakan adalah
OPTIMALISASI.

Faktor Strategi.
Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).

Berdasarkan perhitungan EFAS dan IFAS sebelumnya, maka
penulis mengambil 10 strategi yang nilai bobotnya 0,110 atau di
atasnya. Apabila belum cukup 10 strategi maka ditambah yang
memiliki bobot rendah dan kemudian atas penilaian profesional
jugdement penulis merupakan hal yang strategis.
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Tabel 4.5

Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)

Jangka
No. Faktor-Faktor Strategi Kunci Bobot Rating Score
Pdk Sdg Pjg
1. Mengeliminasi skeptisme dari 0,127 5 0,635
masyarakat yang kecewa
terhadap pelayanan Polri.
2. Menjamin terserapnya aspirasi 0,089 4 0,358
masyarakat.
3. Menginisiasi perbaikan 0,077 5 0,385
kesejahteraan anggota
4. Menindak pertanggungjawaban 0,071 4 0,285
fiktif.
5. Menjamin kepercayaan 0,071 2 0,142
masyarakat tetap tinggi.
6. Meningkatkan pengawasan 0,075 2 0,150
internal (SieWas/Irwasda).
7. Menjamin transparansi 0,134 7 0,938
anggaran.
8. Mengevaluasi revisi anggaran. 0,135 9 1,214
9. Menyokong pemberian award 0,120 4 0,480
dari komunitas/ormas
10. | Merancang pengembangan 0,100 1 0,100
personil dan strategi organisasi

Berdasarkan perhitungan antara bobot dan rating yang

menghasilkan nilai score maka penentuan strategi jangka pendek,

jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:

a. Nilai median yaitu skor tertinggi 1,214 dikurangi skor
terendah 0,100 dibagi 3 sama dengan 0,371.
b. Strategi jangka pendek: 0,100 + 0,371= 0,471; Range

strategi jangka pendek 0,100 s.d. 0,471.

c. Strategi jangka panjang. 1,214 - 0,371= 0,843; Range

strategi jangka panjang 0,843 s.d. 1,214,

d. Strategi jangka sedang yaitu di antara jangka pendek dan

jangka panjang; Range jangka sedang 0,471 s.d. 0,843.
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Tabel 4.6
Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Strategi

FAKTOR STRATEGI KUNCI

Mengeliminasi skeptisme
dari masyarakat yang kecewa
terhadap pelayanan Polri.
Menjamin terserapnya
aspirasi masyarakat.
Menginisiasi parbaikan
kesejahte man anggaota
Menindak
pertanggungjawaban fiktif.
Menjamin ke parcayaan
masyarakat tetap tinggi.
Meningkatkan pengawasan
intemal (SieWas/Irwasda).
Menjamin transparansi
anggaran.

Mengevaluasi revisi
anggaran

Menyokong pemberian
award dan komunitasiormas
Merancang pengembangan
personil dan strategi

organisasi

B. Formulasi Strategi.
1. Visi
“Memantapkan keamanan dan ketertiban dengan
meningkatkan pencegahan kejahatan yang prediktif melalui
optimalisasi penganggaran berbasis kinerja”.
2. Misi
2.1 Memantapkan perspektif keuangan penganggaran berbasis
kinerja.
2.2 Memantapkan perspektif pelanggan penganggaran berbasis
kinerja.
2.3 Memantapkan perspektif proses internal penganggaran
berbasis kinerja.
2.4 Memantapkan perspektif pembelajaran dan perkembangan
penganggaran berbasis kinerja.
3. Tujuan
3.1 Tercapainya perspektif keuangan penganggaran berbasis
kinerja.
3.2 Tercapainya perspektif pelanggan penganggaran berbasis
kinerja.
3.3 Tercapainya perspektif proses internal penganggaran
berbasis kinerja.
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3.4 Tercapainya perspektif pembelajaran dan perkembangan
penganggaran berbasis kinerja.
4. Kebijakan
Mengoptimalkan penganggaran berbasis kinerja guna
meningkatkan pencegahan kejahatan yang prediktif.
5. Strategi
Berdasarkan gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa
organisasi berada di kuadran 5a, yang mengindikasikan bahwa
organisasi sedang fokus pada integrasi horizontal. Untuk
mengatasi situasi seperti ini, organisasi perlu meningkatkan upaya
koordinasi dengan stakeholder yang memiliki sumber daya yang
relevan guna mendukung program kepolisian. Dalam hal ini,
strategi umum yang digunakan adalah optimalisasi.

Implementasi Strategi
Pengimplementasian strategi merupakan langkah penting yang
melibatkan unsur strategis, adaptif, visioner; dan dapat dioperasikan
secara konkret. Beberapa hal yang termasuk dalam gagasan tentang
pengimplementasian strategi adalah formula alternatif strategi,
penetapan sasaran strategis, program, serta indikator kinerja program.
1. Jangka Pendek (0 — 3 Bulan)
1.1 Strategi: Menjamin terserapnya aspirasi masyarakat.
1.1.1 Sasaran: Masyarakat yang berdomisili maupun bekerja
di Kab. Purwakarta.
1.1.2 Program.
a. Jumat curhat.
b. Polisi RW.
1.1.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah serapan aspirasi dari Jumat curhat.
b. Jumlah serapan aspirasi dari Polisi RW.
1.2 Strategi: Menindak pertanggungjawaban fiktif.
1.2.1 Sasaran: Dokumen pertanggungjawaban keuangan
fikdif.
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1.2.2 Program.

a. Pengecekan dokumen  pertanggungjawaban
keuangan secara random sampling.

b. Pengembalian kerugian keuangan negara yang
timbul dari pertanggungjawaban fiktif.

1.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan
fikdif.

b. Jumlah pengembalian keuangan negara akibat
dari pertanggungjawaban fiktif.

Strategi: Menginisiasi perbaikan kesejahteraan anggota
1.3.1 Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan anggota
1.3.2 Program.

a. Perumahan khusus anggota.

b. Pemberdayaan koperasi Polres.

1.3.3 Indikator Kinerja Program.
a. Adanya perumahan anggota Polres.
b. Pembagian hasil usaha meningkat.
Strategi: Menjamin kepercayaan masyarakat tetap tinggi.
1.4.1 Sasaran: Kepercayaan masyarakat terhadap Polres
Purwakarta .
1.4.2 Program.
a. Trasnparansi kegiatan kepolisian.
b. Peningkatan pelayanan Polri.
1.4.3 Indikator Kinerja Program.

a. Press release kegiatan penegakan hukum,
kegiatan pelayanan kepolisian dan kegiatan
pencegahan kejahatan.

b. Indeks kepuasan masyarakat.

Strategi: Meningkatkan pengawasan internal
(SieWas/Irwasda).
1.5.1 Sasaran: Perilaku anggota dan program-program

kegiatan polres.
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1.5.2 Program.

a. Pelanggaran disiplin anggota.

b. Pelaksanaan kegiatan program.
1.5.3 Indikator Kinerja Program.

a. Penegakan disiplin anggota.

b. Kegiatan program berjalan sesuai perencanaan.
Strategi: Merancang pengembangan personil dan strategi
organisasi.

1.6.1 Sasaran: kompetensi anggota dan renstrafrenja.
1.6.2 Program.

a. Pelatihan kompetensi anggota di bidang

penganggaran berbasis kinerja.

b. Menyesuaikan renstra/renja berdasarkan
renstra/renja satker atas dan juga aspirasi
masyarakat.

1.6.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah dan hasil evaluasi pelatihan.

b. Revisi renja.

2. Jangka Sedang (0 - 6 Bulan)

2.1

2.2

Strategi: Mengeliminasi skeptisme dari masyarakat yang
kecewa terhadap pelayanan Polri.
2.1.1 Sasaran: Masyarakat Kab. Purwakarta.
2.1.2 Program.
a. Trasnparansi kegiatan kepaolisian.
b. Peningkatan pelayanan Polri.
2.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Press release kegiatan penegakan hukum,
kegiatan pelayanan kepolisian dan kegiatan
pencegahan kejahatan.

b. Indeks kepuasan masyarakat.

Strategi: Menyokong pemberian award dari

komunitas/ormas.
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2.2.1 Sasaran: Prestasi anggota.
2.2.2 Program.
a. MoU dengan komunitas/ormas terkait pemberian
award.
b. Pemberian award terhadap anggota berprestasi
dari komunitas/ormas.
2.2.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah MoU dengan komunitas/ormas terkait
pemberian award.
b. Jumlah pemberian award terhadap anggota

berprestasi dari komunitas/ormas.

3. Jangka Panjang (0 — 12 Bulan)

3.1

3.2

Strategi: Menjamin transparansi anggaran.
3.1.1 Sasaran: Anggota Polres
3.1.2 Program.
a. Papan pengumuman anggaran di masing-masing
bagian dan satuan.
b. Wadah aduan penyimpangan anggaran.
3.1.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah papan pengumuman anggaran di masing-
masing bagian dan satuan.
b. Jumlah aduan penyimpangan anggaran.
Strategi: Mengevaluasi revisi anggaran.
3.2.1 Sasaran: Refocusing anggaran sesuai dengan
kegiatan yang dioptimalisasi.
3.2.2 Program.
a. Revisi anggaran.
b. Dokumen revisi.
3.2.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah rapat terkait anev dan revisi anggaran.
b. Dokumen RKA-KL hasil revisi.
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Evaluasi dan Pengendalian.

1.

Komunikasi dan Konsultasi;

Proses Manajemen Risiko di Polres Purwakarta dilakukan oleh
Kapolres Purwakarta , dan tahapan-tahapannya terkait antara satu
dengan yang lain seperti yang terlihat pada tabel di lampiran pada
naskah ini. Komunikasi dan konsultasi memainkan peran penting
di dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Komunikasi
melibatkan pertukaran informasi yang terbuka dan jelas antara
semua pihak yang terlibat, sedangkan konsultasi melibatkan
pemangku kepentingan yang relevan. Polres Purwakarta
menggunakan jadwal rapat berkala, insidental, FGD, dan
penggunaan informasi manajemen risiko dalam matriks, yang
dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di lampiran naskabh ini.
Penetapan Konteks;

Penetapan konteks dilakukan untuk memahami lingkungan
dan bawahan penerapan manajemen risiko pada UPR tertentu. Hal
ini termasuk mencakup sasaran dan proses organisasi, struktur
manajemen risiko, daftar pemangku kepentingan, dan daftar
peraturan perundang-undangan yang terkait. Informasi yang lebih
rinci tentang penetapan konteks dapat ditemukan pada tabel yang
tercantum dalam lampiran naskah.

Identifikasi Resiko;

Identifikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk
mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan
identifikasi risiko, penting untuk menentukan kategori risiko terlebih
dahulu. Setelah itu, hasil identifikasi risiko dicatat dalam formulir
profi dan peta risiko untuk memperlihatkan perinciannya.
Gambaran lebih detail mengenai identifikasi risiko terdapat pada
tabel yang dicantumkan di lampiran naskah ini.

Analisis Resiko;
Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan besarnya

dampak dan tingkat risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara
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menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko
berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keefektifan
sistem pengendalian yang ada. Detail melakukan analisis risiko
dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir pada naskah ini.
Evaluasi Resiko;

Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan prioritas risiko,
besarnya risiko tertinggal yang diharapkan, keputusan mitigasi
risiko, dan indikator risiko utama. Evaluasi risiko secara lebih detail
dilakukan melalui tabel yang terlampir pada naskah ini.

Mitigasi Resiko;

Mitigasi risiko merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk
menurunkan atau menjaga besarnya risiko utama hingga mencapai
level risiko yang diharapkan. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara
mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, mengembangkan
rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana tersebut,
dengan langkah-langkah seperti pemilihan opsi mitigasi risiko dan
penyusunan rencana mitigasi risiko. Detail informasi terkait mitigasi
risiko dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia pada lampiran
naskabh ini.

Pemantauan dan Reviu.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan
manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana, dan
memberikan umpan balk untuk penyempurnaan proses
manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko dilakukan
pada semua tahapan dari Proses Manajemen Risiko, dengan
langkah-langkah pemantauan, peninjauan, audit manajemen risiko,
dan tata kelola manajemen risiko. Detail informasi tentang
pemantauan dan peninjauan risiko dijelaskan secara lebih rinci

dalam tabel di lampiran naskabh ini.




A.

BAB V
PENUTUP

Simpulan

1.

Perspektif Keuangan Penganggaran Berbasis Kinerja di Polres
Purwakarta didasarkan pada Performance-Based Budgeting
Theory yang dikemukakan oleh Poister, T.H., & Streib, G.D.
(1999). Teori ini memberikan panduan dalam mengatur dan
mengalokasikan sumber daya keuangan dengan fokus pada
pencapaian kinerja yang optimal. Pada Polres Purwakarta,
perspektif keuangan penganggaran berbasis kinerja bertujuan
untuk menyediakan anggaran yang sesuai dengan tujuan
operasional dan strategis Polres. Dengan menerapkan
Performance-Based Budgeting Theory, Polres Purwakarta dapat
mengidentifikasi dan mengukur kinerja dengan indikator yang
dapat diukur dan relevan. Hal ini membantu memahami efektivitas
penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan operasional
Polres. Pendekatan berbasis kinerja memungkinkan penilaian
objektif terhadap pencapaian target dan hasil yang diinginkan,
sehingga pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara
optimal sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Dengan
demikian, perspektif keuangan penganggaran berbasis kinerja di
Polres Purwakarta mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan
efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian.

Perspektif Pelanggan Penganggaran Berbasis Kinerja di Polres
Purwakarta melibatkan penerapan Expectancy-Disconfirmation
Theory yang dikemukakan oleh Oliver, R. L. (1980). Dalam
perspektif ini, fokusnya adalah bagaimana pelanggan menilai
kepuasan mereka terhadap produk atau layanan yang diberikan
oleh Polres Purwakarta. Keamanan, penegakan hukum, dan
pelayanan publik menjadi aspek penting dalam pemenuhan

kebutuhan dan harapan pelanggan. Melalui penerapan
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Expectancy-Disconfirmation Theory, Polres Purwakarta dapat
memahami persepsi dan harapan pelanggan terkait dengan
layanan yang diberikan. Untuk itu, Polres dapat mengumpulkan
umpan balik dari pelanggan melalui survei kepuasan pelanggan
atau mekanisme pengaduan guna mengevaluasi kesesuaian
antara harapan pelanggan dan kenyataan. Dalam konteks
penganggaran, perspektif pelanggan ini membantu Polres
Purwakarta dalam menentukan alokasi anggaran yang sesuai
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi
kebutuhan pelanggan. Dengan menggunakan pendekatan
berbasis kinerja, Polres dapat mengukur tingkat keberhasilan
dalam memenuhi harapan pelanggan dan melakukan perbaikan
berkelanjutan demi mencapai kepuasan yang optimal bagi
masyarakat yang dilayani.

Proses Internal Penganggaran Berbasis Kinerja di Polres
Purwakarta mengadopsi Creative Problem Solving (CPS) Theory
yang diajukan oleh Isaksen, S.G., Dorval, K.B., & Treffinger, D.J.
(2017). Tujuan dari teori ini adalah untuk mengembangkan
kemampuan kreatif dalam menghadapi dan memecahkan
masalah. Polres Purwakarta menerapkan perspektif proses
internal penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada
identifikasi dan penyelesaian masalah yang efektif serta
penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan menerapkan
CPS Theory, Polres Purwakarta melibatkan berbagai pihak intern
dalam proses penganggaran. Kolaborasi ini dapat mendorong
pemikiran kreatif, ide-ide baru, dan solusi inovatif dalam
merencanakan dan mengelola anggaran. Polres melibatkan tim
yang terdiri dari berbagai unit kerja untuk berpartisipasi dalam
diskusi dan brainstorming guna mengidentifikasi potensi masalah
terkait anggaran dan menemukan solusi yang tepat. Pendekatan
berbasis kinerja pada penganggaran juga memungkinkan Polres
Purwakarta untuk melakukan evaluasi dan pembaruan

berkelanjutan terhadap proses internal yang ada, dengan tujuan
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan
sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.

Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan Penganggaran
Berbasis Kinerja di Polres Purwakarta didasarkan pada Self-
Actualization Theory yang diajukan oleh Maslow, A.H. (1954).
Teori ini menekankan pentingnya pengembangan diri dan
pencapaian potensi individu dalam mencapai tingkat tertinggi
kehidupan yang bermakna. Pada Polres Purwakarta, perspektif
ini mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas dan
kompetensi anggota polisi serta performa organisasi secara
keseluruhan. Dengan menerapkan Self-Actualization Theory,
Polres Purwakarta memberikan perhatian yang lebih pada
pembelajaran dan perkembangan anggota polisi. Dalam konteks
penganggaran, perspektif ini mendorong investasi dalam
pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya
manusia. Polres memberikan kesempatan kepada anggota polisi
untuk mengikuti kursus atau pelatihan lanjutan yang relevan
dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pendekatan berbasis
kinerja memungkinkan penilaian terhadap kemajuan individu dan
tim dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dengan
adanya kesempatan pembelajaran dan pengembangan yang
berkelanjutan, anggota polres dapat meningkatkan keterampilan
dan kompetensi mereka, memberikan kontribusi ide-ide positif
kepada organisasi, dan mencapai tingkat pemenuhan diri yang

lebih tinggi.

B. Rekomendasi

1.

Sebagai kepala kepolisian di wilayah Purwakarta, Kapolres
Purwakarta dapat membentuk tim khusus di luar Bagian
Perencanaan yang terdiri dari anggota yang mewakili berbagai
unit kerja dan memiliki pengetahuan tentang keuangan,
pelayanan pelanggan, dan proses internal. Tim ini bertugas untuk
mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang
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mengintegrasikan perspektif keuangan, pelanggan, proses
internal, dan pembelajaran dan perkembangan. Tim dapat
menggunakan teori-teori yang telah disebutkan sebagai pedoman
dalam merancang dan mengimplementasikan sistem tersebut.
Tim juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi
pencapaian kinerja, mengelola anggaran dengan efisiensi,
merespons kebutuhan pelanggan, dan menerapkan inovasi
dalam proses penganggaran.

Kapolres Purwakarta dapat menjalin kerja sama dengan pihak
eksternal seperti institusi pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat, atau sektor bisnis untuk mendukung semua
perspektif penganggaran berbasis kinerja. Kolaborasi ini dapat
mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pelatihan
dan pengembangan bersama, serta pelaksanaan proyek-proyek
inovatif. Dengan melibatkan pihak eksternal, Polres dapat
memperkuat perspektif keuangan dengan mendapatkan sumber
daya tambahan, meningkatkan perspektif pelanggan dengan
menggali masukan dari masyarakat, memperkaya perspektif
proses internal dengan perspektif dari pihak Iluar, dan
memfasilitasi pembelajaran dan perkembangan dengan adanya
akses terhadap kesempatan pelatihan dan pengembangan yang
lebih luas.

Rekomendasi kepada Kapolda Jawa Barat c.g. Inspektorat
Pengawasan Daerah dan Biro Perencanaan Umum dan
Anggaran agar dapat membantu Kapolres Purwakarta dalam
melakukan asistensi serta pengawasan terhadap penyusunan

dan pelaksanaan pengganggaran berbasis kinerja.
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